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Lampiran |

PANDUAN WAWANCARA
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Informan: Kepala Desa Sibak

. Waktu
Hari/ Tanggal  : 24 Maret 2025
Tempat : Kantor Desa Sibak
Il. Identitas Informan
Nama : Maswari
Jenis Kelamin . Laki-laki
Pendidikan
I1l.  Pertanyaan

e Indikator Efektivitas
1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa sudah
sesuai yang diharapkan?
2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota
Bengkulu?
e Indikator Efisiensi:
1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola sampah di
setiap wilayah?
2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?

e Indikator Kecukupan
1. Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau seluruh
wilayah?
2. Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah memenubhi
kebutuhan mereka?
e Indikator Pemerataan
1. Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di setiap
wilayah?

2. Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?
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3. Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara wilayah
yang satu dengan yang lain?
e Indikator Responsivitas
1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola oleh
LPM (lembaga pemberdayan masyarakat)?
2. Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?
3. Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?
e Indikator Ketepatan

1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Kasi Pengurusan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
I. Waktu

Hari/tanggal : 11 April 2025

I1. ldentitas informan
Nama : Febri Adriansyah S.Sos,M.Si
Jenis kelamin - Laki-laki
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I1l.  Pertanyaan

e Indikator Efektivitas

1.

3.

Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa
sudah sesuai yang diharapkan?

Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota
Bengkulu?

bagaimana peran LPM dalam mendukung pencapaian target tersebut?

e Indikator Efesiensi

1.

Berapa lama rata-rata jeda waktu antara pengumpulan sampah dari rumah
warga hingga ke TPA?

Apakah jumlah petugas pengangkutan sampah saat ini sebanding dengan
beban kerja di lapangan?

Apakah jumlah petugas pengangkutan sampah saat ini sudah memadai
dibandingkan dengan volume sampah yang harus diangkut di setiap

kelurahan?

e Indikator Kecukupan

1.

Apakah seluruh wilayah kelurahan di Kota Bengkulu telah terlayani secara
memadai oleh sistem pengangkutan sampah?

Apa kendala yang menyebabkan layanan tidak mencukupi di beberapa
wilayah tertentu?

Apakah seluruh wilayah Kota Bengkulu telah mendapatkan layanan

pengangkutan sampah secara memadai?

e Indikator Pemerataan

1.

Apakah distribusi armada pengangkutan sampah telah merata di semua
kelurahan, termasuk daerah padat penduduk dan pinggiran kota?

Apakah terdapat kesenjangan pelayanan antar wilayah kelurahan?

Apakah jumlah armada telah merata sesuai kebutuhan wilayah?

Bagaimana mekanisme distribusi biaya operasional pengelolaan sampah

antara LPM, dan masyarakat? Apakah sudah adil dan merata?

¢ Indikator Responsivitas

1.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan pengangkutan dan

pengelolaan sampah saat ini?
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2. Apakah DLH menerima aduan atau keluhan masyarakat terkait layanan
sampah? Seberapa cepat ditanggapi?

3. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengangkutan dan
pengelolaan sampah yang berjalan saat ini?

4. Apa saja bentuk tanggapan, saran, atau keluhan dari masyarakat terkait
pengelolaan sampah, dan bagaimana respon DLH terhadap hal tersebut?

e Indikator Ketepatan

1. Apakah jadwal pengangkutan sampah telah dilaksanakan secara tepat waktu
sesuai rencana?

2. Faktor apa yang paling sering menyebabkan keterlambatan?

3. Bagaimana mekanisme monitoring jadwal pengangkutan dilakukan oleh
DLH?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Ketua LPM Kelurahan Kandang Mas

I. Waktu

Hari/tanggal . 21 April 2025
I1. Identitas informan

Nama : Mirman

Jenis kelamin . Laki-laki
I1l.  Pertanyaan

e Indikator Efektivitas

1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa

sudah sesuai yang diharapkan?

2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota
Bengkulu?

e Indikator Efisiensi
1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola
sampabh di setiap wilayah?

2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?
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Indikator Kecukupan

1.

Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau
seluruh wilayah?
Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah

memenuhi kebutuhan mereka?

Indikator Pemerataan

1.

Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di
setiap wilayah?

Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?

Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara

wilayah yang satu dengan yang lain?

Indikator Responsivitas

1.

2.
3.

Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola
oleh LPM (lembaga pemberdayan masyarakat)?
Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?

Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?

Indikator Ketepatan

1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?
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PANDUAN WAWANCARA

Informan : Ketua LPM

I. Waktu

Hari/tanggal : 16 April 2025
I1. Identitas informan

Nama : Faisal

Jenis kelamin - Laki-laki
I1l.  Pertanyaan

e Indikator Efektivitas
1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa
sudah sesuai yang diharapkan?
2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota
Bengkulu?
e Indikator Efisiensi:
1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola
sampah di setiap wilayah?
2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?
e Indikator Kecukupan
1. Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau
seluruh wilayah?
2. Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah
memenuhi kebutuhan mereka?
e Indikator Pemerataan
1. Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di

setiap wilayah?
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2. Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?
3. Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara
wilayah yang satu dengan yang lain?
e Indikator Responsivitas
1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola

oleh LPM (lembaga pemberdayan masyarakat)?
2. Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?

3. Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?

e Indikator Ketepatan
1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?

PANDUAN WAWANCARA
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Identitas informan

Nama . Ihsan, Desi, Hambali
Jabatan : Masyarakat
I1. Pertanyaan

e Indikator Efektivitas

1.

Apakah Anda melihat ada pengurangan volume sampah di lingkungan tempat

tinggal Anda dalam setahun terakhir?

. Apakah keberadaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) membantu

dalam menjaga kebersihan lingkungan Anda?
Menurut Anda, apakah program pemerintah terkait pengelolaan sampah sudah

berjalan sesuai harapan?

e Indikator Efisiensi:

1.

Berapa lama biasanya waktu tunggu pengangkutan sampah setelah Anda
meletakkannya di depan rumah atau TPS?

Apakah jumlah petugas pengangkut sampah di lingkungan Anda sudah cukup?
Menurut Anda, apakah proses pengangkutan sampah berjalan cepat dan tidak

mengganggu aktivitas warga?

¢ Indikator Kecukupan

1.

Apakah sampah di lingkungan Anda diangkut secara rutin oleh petugas (misalnya
harian atau sesuai jadwal)?

Apakah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) atau lokasi penampungan sampah
tersedia dan mudah diakses di lingkungan Anda?

Apakah Anda merasa seluruh wilayah di kelurahan Anda sudah terjangkau oleh

layanan pengangkutan sampah?

e [ndikator Pemerataan

1.

Apakah Anda melihat bahwa armada pengangkut sampah (truk/motor)
menjangkau seluruh wilayah secara merata?
Apakah Anda merasa besaran iuran atau kontribusi yang Anda bayarkan

sebanding dengan layanan yang diterima?
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3. Apakah ada perbedaan pelayanan sampah antara lingkungan Anda dengan
wilayah kelurahan lain yang Anda ketahui?
¢ Indikator Responsivitas
1. Seberapa puas Anda terhadap layanan pengelolaan dan pengangkutan sampah di
lingkungan Anda?
2. Apakah Anda tahu ke mana harus menyampaikan keluhan jika terjadi
penumpukan atau masalah sampah?
3. Jika Anda pernah melapor, apakah pengaduan Anda ditanggapi dengan cepat oleh
petugas atau LPM?
¢ Indikator Ketepatan
1. Apakah sampah di lingkungan Anda selalu diangkut sesuai jadwal (misalnya
setiap pagi atau sesuai hari yang ditentukan)?
2. Apakah petugas pengangkut sampah datang tepat waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan?
3. Apakah keterlambatan pengangkutan sampah sering terjadi di wilayah Anda?

Lampiran 11

TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :Febri Adriansyah S.Sos,M.Si
Jenis kelamin - Laki-Laki
Jabatan : Kasi Pengurusan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota
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Bengkulu

. HASIL WAWANCARA

Penulis | Bagaimana pencapaian target kebijakan pengelolaan sampah di Kota
Bengkulu selama dua tahun terakhir, dan bagaimana peran LPM
dalam mendukung pencapaian target tersebut?

Informan | “Alhamdulillah, secara umum target pengurangan dan pengangkutan
sampah tercapai sekitar 60%. LPM sangat berperan terutama di
kelurahan-kelurahan aktif, mereka membantu sosialisasi, koordinasi
iuran warga, bahkan operasional pengangkutan di beberapa wilayah”

Penulis | Berapa rata-rata jeda waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA?

Informan | “Idealnya sehari sekali, tetapi di beberapa kelurahan yang padat bisa
dua sampai tiga kali, sedangkan yang jauh bisa dua hari sekali. Ini
tergantung armada dan kondisi jalan”

Penulis | Berapa jumlah petugas layanan pengangkutan sampah di wilayah ini?

Informan | “untuk petugas pengangkutan sampah ada 3 orang yang bertugas di
setiap hari pengangkutan....”

penulis | Apakah jumlah petugas saat ini sudah cukup?

Informan | “Untuk total kebutuhan, sebenarnya masih kurang sekitar 15-20
orang lagi”

Penulis | Apakah seluruh wilayah Kota Bengkulu telah terlayani secara
memadai?

Informan | “secara keseluruhan semua kelurahan terlayani. Beberapa wilayah
pinggiran masih kesulitan karena akses jalan”

Penulis | Bagaimana distribusi armada pengangkut sampah di tiap kelurahan?

Informan | “untuk di setiap kelurahan mereka bekerja sama dengan pihak ketiga
jadi di tiap kelurahan armada atau kendaraan itu tidak ada yang
sama”

Penulis | Bagaimana dengan biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah,
apakah biaya tersebut sama untuk semua wilayah?

Informan | “untuk masalah biaya atau iuran kami serahkan sepenuhnya kepada
LPM Mereka yang membuat kesepakatan bersama dengan
masyarakat”

Penulis | Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat dengan adanya layanan
pengangkutan sampah?

Informan | “masyarakat sangat menyambut baik layanan pengangkutan sampah,
mereka merasa bahwa lingkungan menjadi lebih bersih dengan
adanya layanan ini. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat
terkait keterlambatan pengangkutan sampah namun kami sudah
berusaha untuk meningkatkan layanan kami dan menanggapi keluhan
tersebut”

Penulis | Bagaimana dengan waktu layanan pengangkutan sampah apakah
tepat waktu?

Informan | “Sebagian besar tepat waktu, tapi kadang terkendala cuaca, armada
rusak’

Penulis | Apa kendala utama keterlambatan?

Informan | “Armada rusak dan kemacetan, Kami sedang ajukan pengadaan unit

2

baru
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TRANSKIP WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Mirman
Jenis kelamin . Laki-Laki
Jabatan : Ketua LPM

. HASIL WAWANCARA

Penulis | Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di
kota Bengkulu?
Informan | “Dengan adanya pengelolaan sampah rumah tangga yang dikelola
oleh LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) di wilayah kelurahan
kota Bengkulu ada peningkatan target mencapai 60%...”
Penulis | Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?
Informan | “layanan pengangukatan sampah dilakukan 3x dalam seminggu yaitu
setiap senin,rabu dan jum’at...”
Penulis | Berapa jumlah petugas layanan pengangkutan sampah di wilayah ini?
Informan | “untuk petugas pengangkutan sampah ada 3 orang yang bertugas di
setiap hari pengangkutan....”
penulis | Apakah layanan pengangkutan sampah sudah menjangkau seluruh
wilayah?
Informan | “ya,layanan pengangkutan sampah kami sudah menjangkau seluruh
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wilayah dan terlayani semua juga kami memiliki jadwal atau rute
pengangkutan yang sudah terjadwal dan petugas kami siap untuk
pengangkutan sampah di setiap wilayah...”

Penulis | Apakah masyarakat merasa layanan pengangkutan sampah cukup
memenuhi kebutuhan ?

Informan | “berdasarkan feedback dari masyarakat, layanan pengangkutan
sampah ini sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka.....”

Penulis | Berapa jumlah armada atau kendaraan di setiap wilayah untuk
pengangkutan sampah?

Informan | “kami memiliki 12 armada roda empat ini digunakan untuk
mengangkut sampah dari rumah-rumah masyarakat ke tempat
pembuangan akhir”

Penulis | Bagaimana dengan biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah,
apakah biaya tersebut sama untuk semua wilayah?

Informan | “kami  memiliki  sistem  pembayaran yang adil dan
transparan,sehingga biaya tersebut dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing”

Penulis | Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat dengan adanya layanan
pengangkutan sampah?

Informan | “masyarakat sangat menyambut baik layanan pengangkutan sampabh,
mereka merasa bahwa lingkungan menjadi lebih bersih dengan
adanya layanan ini. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat
terkait keterlambatan pengangkutan sampah namun kami sudah
berusaha untuk meningkatkan layanan kami dan
menanggapi keluhan tersebut”

Penulis | Bagaimana dengan waktu layanan pengangkutan sampah apakah
tepat waktu?

Informan | “ya, kami sudah berusaha untuk melakukan layanan pengangkutan

sampah tepat waktu kami memiliki jadwal yang disudah di tentukan
dan petugas kami siap untuk mengangkut sampah sesuai dengan
jadwal tersebut..”
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TRANSKIP WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Faisal
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua LPM

. HASIL WAWANCARA

Penulis | Apakah menurut Bapak, pengelolaan sampah di wilayah ini sudah
mencapai target yang diharapkan?

Informan | “Kalau soal target, saya rasa belum tercapai. Masih banyak tumpukan
sampah di beberapa titik. Belum ada sistem yang jalan secara
konsisten.

Penulis | Apakah pernah ada upaya untuk menjalankan program pengelolaan
sampah secara mandiri di LPM?

Informan | “Pernah kami bahas di awal, tapi karena minim dukungan dan
partisipasi masyarakat juga kurang, akhirnya tidak berjalan”

Penulis | Apakah menurut Bapak waktu pengangkutan sampah di wilayah ini
sudah efisien?

Informan | “Tidak. Kadang 2-3 hari baru diangkut. Itu pun kalau armadanya
tidak rusak.”

penulis | Bagaimana dengan jumlah petugas pengangkut sampah?

Informan | “Kurang sekali. Saya rasa wilayah kami kekurangan petugas.
Beberapa titik tidak terjangkau sama sekali”

Penulis | pakah menurut Bapak, seluruh wilayah kelurahan ini sudah terlayani
pengangkutan sampah?

Informan | “Tidak. Banyak daerah, terutama yang jauh dari jalan utama, tidak
terjangkau.”

Penulis | Apakah TPS di wilayah ini tersedia dan digunakan masyarakat?

Informan | “TPS ada, tapi kecil dan cepat penuh. Banyak warga akhirnya buang
sembarangan”

Penulis | Menurut Bapak, apakah layanan pengangkutan sampah sudah
mencukupi kebutuhan masyarakat?

Informan | “Belum. Masih jauh dari cukup. Banyak warga mengeluh, tapi
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bingung ke mana harus melapor”

Penulis | Apakah armada pengangkut sampah menjangkau seluruh wilayah
secara merata?
Informan | “Tidak. Beberapa lingkungan dilalui truk, tapi banyak yang tidak
pernah dilewati”
Penulis | Apakah pembagian layanan di tiap RT/RW adil menurut Bapak?
Informan | “Tidak adil. Wilayah dekat jalan besar lebih sering terlayani, yang di
dalam gang sering terlupakan”
Penulis | Apakah masyarakat di sini puas dengan pengelolaan sampah?
Informan | “Banyak yang tidak puas. Mereka sering mengeluh ke RT atau ke
kami, tapi kami juga bingung menindaklanjutinya”
Penulis | Jika ada keluhan, bagaimana cara masyarakat menyampaikannya?
Informan | “Biasanya lewat RT atau grup WhatsApp warga. Tapi tidak selalu
ditanggapi cepat”
Penulis | Apakah LPM pernah menindaklanjuti langsung keluhan dari warga?
Informan | “Kadang kami gotong royong membersihkan, tapi itu juga tidak rutin
karena kurang orang dan dana”
Penulis | Apakah pengangkutan sampah di wilayah ini dilakukan tepat waktu?
Informan | “Tidak. Sering tidak sesuai jadwal. Kadang dua hari terlambat”
Penulis | Apa penyebab utama keterlambatan?
Informan | “Armada rusak, petugas kurang, atau karena hujan deras”
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TRANSKIP WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ihsan, Desi
Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan
Jabatan : Masyarakat

. HASIL WAWANCARA

Penulis | Apakah Anda melihat ada pengurangan volume sampah di
lingkungan tempat tinggal Anda dalam setahun terakhir?
Informan | “lya, sekarang lingkungan kami lebih bersih. Dulu banyak sampah di
pinggir jalan, sekarang sudah jarang”
Penulis | Apakah keberadaan LPM di lingkungan Anda membantu menjaga
kebersihan?
Informan | “Sangat membantu. LPM di sini aktif mengatur jadwal angkut dan
mengingatkan warga soal pembuangan sampah”
Penulis | Seberapa cepat petugas sampah datang setelah sampah ditumpuk di
depan rumah?
Informan | “Biasanya setiap pagi, sekitar jam 6-7. Tapi kadang kalau hujan, bisa
siang atau sore”
penulis | Apakah jumlah petugas pengangkut sampah di lingkungan Anda
sudah cukup?
Informan | “Kelihatannya cukup, tapi kadang kalau satu tidak masuk, jadi sedikit
lambat.”
Penulis | Apakah sampah di lingkungan Anda diangkut secara rutin?
Informan | “Iya, rutin 3x dalam seminggu”
Penulis | Apakah TPS atau lokasi buang sampah tersedia dan mudah
dijangkau?
Informan | “TPS nya ada, tapi agak jauh. Saya pilih bayar LPM biar diambil dari
rumah langsung”
Penulis | Apakah semua wilayah di kelurahan Anda sudah terjangkau layanan
angkut sampah?
Informan | “Setahu saya, sebagian besar sudah. Tapi di gang sempit kadang agak
susah dijangkau”
Penulis | Apakah Anda melihat armada pengangkut sampah menjangkau
semua wilayah?
Informan | “Iya, motor sampah dan mobil sering keliling. Tapi kadang ada
daerah yang dilompati kalau jalan rusak”
Penulis | Apakah iuran yang Anda bayarkan sesuai dengan layanan yang Anda
dapatkan?
Informan | “Menurut saya wajar. Saya bayar Rp 25.000 per bulan dan sampah
diangkut 3x dalam seminggu”
Penulis | Apakah Anda puas dengan layanan pengelolaan sampah saat ini?
Informan | “Puas. Lingkungan jadi bersih dan lebih sehat”
Penulis | Jika ada masalah sampah, apakah Anda tahu harus lapor ke mana?
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Informan | “Tahu, biasanya ke RT atau langsung ke LPM. Mereka cepat
tanggap”
Penulis | Jika Anda pernah melapor, apakah laporan Anda ditanggapi?
Informan | “Pernah, waktu ada tumpukan sampah di gang belakang. Besoknya
langsung dibersihkan”
Penulis | Apakah petugas sampah datang sesuai jadwal?
Informan | “lya, biasanya pagi-pagi. Kalau terlambat paling karena hujan atau
mobil atau motor rusak”
Penulis Apakah keterlambatan sering terjadi?
Informan | Tidak sering. Mungkin 1-2 kali dalam sebulan.
Penulis Apakah jadwal pengangkutan sudah sesuai kebutuhan warga?
Informan | “Sudah pas. Kami sudah tahu kapan mereka datang, jadi bisa siapin
sampahnya”
Lampiran 111

SURAT IZIN PENELITIAN
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PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

bahwa pertambahan penduduk dan perubshan pola konsumsi mosyarakat
menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristk sampah yang makin

beragam

bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesual dengan metade dan teknik

pengelolaan sampah yang by sehingga

cdampak negatil terhadap h kat dan lingk 3

bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dan hulu ke
hilir agar memberikan manfaal secara ekonomi, sehat bagi masyarakat. can
aman bagi lingkungan serta dapat h perilaku k

bahwa an dimaksud dalam huruf a. huruf
b. dan huruf ¢ di atas periu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah di Kota Bengkulu

Undang-Undang Darurat Nomor § Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1091 );

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Rl Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 2828 ).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3208).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan  ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844 %
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
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7. Undang-un
dang Nom
Lingkungan H,gup ( L::“:’:Br:‘:‘""’q" 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

3 ::m?amn Negare Rl e sosge)?ara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Umr’aagn:‘o:e?;nnmh Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-
e r:aqa::rgln'lj?‘m dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu

5 gomor 2064 ) ahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Ri

eraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 t P
Undar\g-Undang A ahun lentang Pelaksanaan Kitab

Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3838 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 180,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3910 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Antara Daerah Propinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
( Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5094 );

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik
Pegawal Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kola Bengkulu ( Lembaran
Daerah Kola Bengkulu Tahun 2007 Nomeor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Nomor 01 );

16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman
dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kola Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota

Tahun 2008 Nomor 09);
19, Peraluran Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan

] Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah

Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :
'DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
&mh Ini ylng dimaksud denga

Kota mllh Wlllknu dan Parangkat Daerah sebagal unsur penyelenggars pemerintahan
llill.h Wallkota Bengkulu,

N Porwakilan leylt Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Ylnﬂ mempun; dan fungsi pengelolaal umplh
!k““ keglatan sehas manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

yang terdirl dari bahan-bahan yang bisa terural secara alamiah dan
h yang sal darl tanaman dan sisa mal n

ldlluh umpnn yang tordirl dari bahan-bahan yang sullt terural secara biclogis
ebih lanjut. Misalnya kertas, plastik, kaca,

m;Lﬁk ldlllh sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenyas memeriukan
an khusus.

10. Bahan berbahaya dln hirll:un yang u|ln]ulnyl dl-lngkll B3 adalah zat, energl, dan/atau kompenen
lain yang karena sifa

bulk secara langsung maupun tidak langsung
dapat munmn /i hidup hidup,

kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11 Limbah Bahan Mnhlya dan Beracun, yang

selanjutnya disebut imbah B3 adalah sisa suatu usaha
bahan beracun yang karena sifat dan/atau
mnyl dan/atau jumlahnya, baik secara Innglung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan d hidup /i dapal
rta makhluk hidup lain.

y dan gan yang
TPS adalah tempat sebelum sampah

yang
‘pendauran ulang, pongoluhnn dan/atau’ tempat mouhun sampah terpadu.
sampah lomdu adalah tempat

usaha yang meliputi F Terbatas, P
a Millk Negara untuk daerah dengan nama dan benluk apapun,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
usaha lainnya.

LPM adalah Lembaga atau wadah
“mmmm
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23, rifavllasan khusus mery, "
as| Onal/bergk, Pakan wilayah
a : 4 ang by
Strategis g & ala nasional, misainya kaw);u?‘ c:rzlr'a; :husus yang digunakan untuk kepentingan
peﬂgelola kaw;s‘ger"bangan teknologi tingg, gar budaya, taman nasional, pengembangan industri
kawasan, N adalah orang dan/atau badan yang b i
25 Fagliay ng g jawab untuk suaty
26. Fasjji sosial berupa, antara lain, rum h ib i
. Fasilitag UMUM berupa, Batare Iéln ‘a adah, panti asuhan dan panti sosial.
pelabuhan udara, tempat o . terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut,
27. Kompey nsasi adalat, pembzt:if:n?rr"h::luankken%aman umum, taman, jalan dan trotoar. s
oleh ket an kepada orang yang terk ( i
28 Penanagqalr?laar? p::anganan sampah di tempat pumrosgasyan gkmr ::r::::pak regetifyang ditmbulkan
X mpah adzl:: kegiatan yar:lg meliputi  kegiatan pemilahan, pengumpulan,
29. Pengangkutan sam i ek '
pah adalah kegiatan membawa sam
i pah dari sumber dan/;
Penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrasesan Akhir. AaiEiAddlempst

2

&

~N

30. Pengolahan sampah ad i
alah kegiatan untuk il i
o gital; ';!ar.::’al1 qlp;oses lebih lanjut, di , atau ke media el ‘ugf::as::::h
v n Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adal; !
dalam penegakan Perda dan Y, ,,,,J 4 3 um;:::n da;\a vt bl ebric ot
BAB Il
PENGURANGAN SAMPAH
Pasal 2
Dilakukan pengurangan penggunaan plastik sebagai alat bungkus objek dalam jual beli cleh
pelaku usaha.
BAB Il

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Pertama
Penanganan Sampah

Pasal 3

(1) Penanganan sampah dilaksanakan oleh:
a. LPM;dan

b. Dinas;
(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pihak ketiga

Pasal 4

(1) Sampah yang ditangani terdiri atas
a. sampah rumah tangga: dan
b. sampah sejenis sampah rumah tangga;

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari
kawasan industri, khusus, tempat usaha industri, fasilitas sosial, fasilitas

umum dan fasilitas lainnya. ) ‘
(4) Tinja dan sampah spesifik pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup. _
(5) Pengaturan pengelolaan tinja dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
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N Bagian Kedua
‘enanganan Sampah oleh LPM

Pasal 5
(1) LPM m
enangani sampah
awas; fumah tangga dan sa h pah rum
(2) alsma,:np:mw'“a" dan tempat usaha mau.n?"' *ojpnia dem ah tangga yang berasal dan

Nangani sampah
Membentyk organises| k:;lars‘:;:apnlmanu dimaksud pada ayat (1) LPM atau beberapa LPM

(3) Tata cara
Pembentukan dan susunan isasi keb b
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

pada ayat (2)

Pasal 6

(1) Sarana dan prasarana pes )
) st penanganan sampah oleh LPM untuk tahap awal menjadi tanggungjawab
) Sarana dan prasarana penan ]
'9anan sampah untuk taha ) men,
(3) Tata cara pelaksanaan dan jenis sarana dan ot n “ladl
diatur dalam Peraturan Walikota

LPM.
ki pada ayat (1) akan

Pasal 7

(1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.

(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup

(3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat

dan dijangkau oleh petugas yang ditunjuk

Pasal 8

Setiap rumah tangga wajib meletakkan sampah, sebelum petugas yang ditunjuk mengangkut sampah
Pasal 9

(1) Penanganan sampah di jalan umum, gang, laman dan tanah kosong dilakukan oleh LPM.
) S di

(2 P d pada ayat (1) dipungut dengan memilah antara sampah organik dan
sampah anorganik
Pasal 10
(1) S h 'a dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diangkut dari tempat sampah menuju

tempat pengolahan sampah lerpadu

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan menggunakan
gerobak sampah tertutup

(3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerobak sampah yang
terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik

(4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan pada pagi hari

Pasal 11

(1) Pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dikelola olgh LPM. )
(2) Syarat-syarat tlempat pengolahan sampah terpadu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
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- " Pasal 12
P Qawasan Py Kota
(2) Tala s Penanganan Sampah oleh LPM dilakukan oleh
a pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam P-r:lur'ln Walikota v

Baglan Ketiga
Penanganan Sampah Oleh Dinas

Pasal 13
Dinas Menangani sampah sejenis sampah rumah tangga

Pasal 14

(8]

Pengelola kawasan yang berada di k 1 K , b 1 industri dan k khusus wajib

menyediakan tempat sampah

(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa tempat sampah organik dan tempat
sampah anorganik

(3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup

(4) Tempal sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau petugas

pengangkut sampah

Paragraf Pertama
Kawasan Komersial dan Kawasan Industri

Pasal 15

Seliap badan yang berada kawasan komersial dan kawasan industri wajib memilah dan memisahkan
antara sampah organik dan sampah anorganik

Pasal 16

Seliap badan yang berada di kawasan komersial dan kawasan industri wajib menempatkan sampah ke
tempat sampah paling lambat pukul 05.00 Wib

Pasal 17
Pengelola kawasan wajib menyediakan petugas kebersihan sampah di kawasan masing-masing.
Paragraf Kedua
Kawasan Khusus
Pasal 18
(1) Pengelola kawasan khusus wajib menyediakan pelugas kebersihan sampah di kawasan masing-

masing
(2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan memisahkan sampah

organik dan sampah anorganik
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Paragraf Ketiga
Fasilitas Umum dan Fasllitas Sosial
Pasal 19
() Pemerintah Kota wajib m
Umum dan fasilitas sosial,

(2) Tempat sam, m m

pah sebagaimana dimaksud gl
3) T sud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh mas; kat.
(3) empat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup. v

enyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas

Pasal 20

'ap orang yang b i i i
Setiap o 9 ir1 e.rada di fasiitas umum dan fasilitas sosial wajib membua G s8mpeh pi P

Paragraf Keempat
Fasilitas Lainnya
Pasal 21
Fasilitas lainnya terbagi atas
a. Fasilitas kesehatan; dan
b. Fasilitas bukan kesehatan
Pasal 22
(1) Setiap peng fasilitas 1 di dalam Pasal 21 huruf a, wajib
menyediakan tempat sampah untuk sampah
a organik;
b. anorganik;
c. limbah B3.
(2) Setiap fasilitas i dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan
memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik dan limbah B3.
Pasal 23
(1) Penang: sampah dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh
Dinas.
(2) P g ) sampah dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup.
(3) Tata cara ) pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Walikota Daerah.
Pasal 24

(1) Setiap pengelola fasilitas bukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, wajib
menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.

(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.

(3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 25

Seliap pengelola fasilitas bukan kesehatan wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik dan
sampah anorganik.
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Baglan Keempat

Penanganan Sampah Keglatan Lain
- Pasal 26
Setiap oran,
o :ngebuL 9 dan/atau pengelola kegiatan wajib menangani pah yang b | dari kegiatan
enangana
lain. 9 N sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak
Bagian Kelima
Pengangkutan
Pasal 27
(1) Sisa sampah yang tidak bisa diolah ditempat pengolahan sampah terpadu diangkut menuju ke tempat
pemrosesan akhir (TPA).
(2) Sampah sejenis sampah rumah tangga diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan

sampah terpadu.
(3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkut oleh petugas Dinas dengan
menggunakan mobil pengangkut sampah yang tertutup dan terpisah antara sampah organik dan

sampah anorganik.

BAB IV
PEMBIAYAAAES

Pasal 28

(1) Biaya penanganan sampah oleh LPM bersumber dari iuri islarirgarakat yang besarnya disepakati
bersama antara masyarakat dan LPM.

(2) Pengelolaan dana iuran dari masyarakat dilakukan oleh pengurus LPM.

(3) Sebagian hasil dana iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional

penanganan sampah dan peremajaan sarana penanganan sampah.

Tata cara pengambilan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakali bersama anlara

(4)
masyarakat dan LPM.
Pasal 29
(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan sampah dari Dinas dipungut retribusi pelayanan sampah
yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) Pembiayaan penanganan sampah oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
BAB IV
PENGADUAN DAN LAPORAN MASYARAKAT
Pasal 30
(1) Setiap orang dan/atau badan dapat mengajukan pengaduan dan laporan mengenai pengelolaan
sampah. _
(2) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan teknis

operasional disampaikan kepada Dinas.
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3) :Engadu_an dan laporan sep
an kepada DPRD,

di

pada ayat (1) yang berkaitan dengan kebijakan

Pasal 31

Pengad;
Slan%ar:i:r:a‘n laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan
sional penanganan sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
KOMPENSASI

Pasal 32

(1) Pemerintah Kota secara diri diri atau b dengan pihak lain wajib memberikan
kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah
di tempat pemrosesan akhir.

(2) Bentuk dan besarnya i i dil pada ayat (1) oleh Keputusan

Walikota dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 33

(1) Pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Penanganan sampah; dan
b. Pengurangan sampah;
(3) Ketentuan lebih lanjut tata cara izin i di pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 34
(1) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan.

(2) Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
sampah

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas.
P bi dan i bagai dimak pada ayat (1)

dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolan sampah;

b.  Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan alat transportasi; dan

¢ Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan
pengelolaan sampah.
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BAB I1X
HARI KEBERSIHAN

Pasal 36

gkat kelurahan ditentukan oleh Lurah
gkat RT dan RW ditentukan oleh Ketua RT dan Ketua RW
nas dan kantor Pemerintahan ditentukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor

(1) Harj kebersih, i
an di tin

(g) Hari kebersihan di tin

(3) Hari kebersihan di Dj

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan
Persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah;

b. Melakukan pemeriksaan lerhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukli, pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan
sampah;

f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang pengelolaan
sampah.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitanukan

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(2

(3

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa:
a. Paksaan Pemerintahan;
b. Uang paksa; dan/atau
c. Pencabutan izin.
(3) Rumusan penerapan sanksi akan dikonsep lebih lanjut.

10
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BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

Setiap o,

an
iancam derg\g::nﬁukmu?::kﬁz pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 8 dan 20 Peraturan Daerah ini.
5.000.000.- (lima juta rupiah‘,’ ana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp

Pasal 40

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, dan
26 Peralu_ran Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan
Daerah ini, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran

Pasal 42

(1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana
maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XlII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha lainnya, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat
diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu)

tahun.

L"‘“ — 14

SURAT EDARAN WALIKOTA
NOMOR 660/31/DLH/2022
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TENTANG PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH
LPM

A ALIKOTA BENGKULU
10 O 13 22022

Kepada Yth
Lembaga Pemberdayaan Ma- yarakat
(LPM) Kota Bengkulu

di-
Bengkulu

SURAT EDARAN
NOMOR 660 / 3\ /DLH/2022
TENTANG
PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA BENGKUL!J

A Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor

Sampah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindunian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3 Peraturan Pemenntah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Per gelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Secjerus Sampah Rumah
Tangga.

] Peraturan Preswden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebya<an dan
Strategs Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejerms Rumah Tangga.

s Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Krhutanan
Nomor P 10/MENLHK/SETJEN/PLB 0/3/2018 tentang !'edoman

Penyusunan Kebijakan dan Strateg Daerah Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dar Sampah Sejemis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu,

7  Peraturan Daemh Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Retnbusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu;

8 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Kebijakan dan Strateg Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

B Pelaksanaan
Dalam rangka opumalisas: pengelolaan sampah di Kota Benghulu dan
upaya peneruban Penanganan Persampahan yang dikelola olech embaga
Pemberdaynan Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Eengkulu
dengan ini dimunta untuk memperhatikan hal-hal sebagai benkut

18 Tahun 2008 tentang Pengriclaan

2

2 WR Scgratman Kearshen Dentong Perma Tetp 0136) 21415 - 21795 - 20103 Fas SANIWY
Wetate wew DANGMAASE 52 i Kode Pos 3817t
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1.  Penanganan dan Pengenaan tarif sampah pada kawasan k:mersil

(Pumat perdagangan, pasar, periokoan, hotel, perkantoran, restoran
dan tempat hiburan), kawasan industri, kawasan khusus, fusilitas
soswl, fasilitas \ dan fasilitas lainnya dikelola olch Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sesumi dengan ketrntuan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20°° dan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011

Penanganan dan Pengenaan tanfl sampah rumah tangga dan r.mpah
sejeris sampah rumah tangga dan kawasan permukiman dan 'empat
usaha industn perumahan, dikelola oleh Lembaga Pemberilayaan
Masvarakat vang dilaksanakan berdasarkan kesepakatar yang
dituangkan dalam penanjian kerjasama

Penanganan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup
dan Lembaga Pemberdayaan Masyarnkat dapat disetahkan
pengelolaannya pada Pihak Ketiga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan sampah di
masyarakat dapat membentuk Satuan Tugas atau nama la:n yang
scjenis untuk melayani peengelolaan sampah

S Pengenaan tan{ olch Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pihak
Ketiga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesua
dengan asas kepatutan dan kewajaran

6 luran yang diterima dan masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dipergunakan untuk buaya operasional, pengadaan
angkutan, jasa angkutan dan pemeliharaan sarana dan prasasiina

Demikian Surat Edaran im disampaikan untuk mgn]-dn pethatan
dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan terima kasih

p——

VKR A
, v SWALIKOTA BENGKULU

[/ — )
<b3 : ; -
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Data Penanganan Sampah Oleh LPM
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Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan

Kandang Mas
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Program Kerja Jangka Pendek LPM Kelurahan Kandang Mas

116



117



DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Rusman Effendy Kepala Bidang Pengelolaaan sampah
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Wawancara Bersama Bapak Ihsan

Wawancara bersama bapak faisal ketua LPM Pasar Bengkulu
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Wawancara bersama bapak Idham
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